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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

: a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja 
serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi 
pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama 
dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2018-
2023; 

b. bahwa penetapan indiktor kinerja utama di lingkunga.11 
Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/9M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentan g Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Pemerintah Kota Lubukinggau Tahun 2018-2023; 

: l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 1 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 114); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Ta.1nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3 .Peraturan t 



Menetapkan 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor 
PER/09 /M.PAN/ 5 /2007 tentang Pedoman Umum Petetapan 
Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota 
Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 16); 

10.Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran 
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR 
KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 
TAHUN 2018-2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau . 

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah DPRD Kota Lubuklinggau. 

5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD ada lah 
organisasi / lembaga di lingkungan Pemerintah Kota 
Lubuklinggau yang bertanggungjawab kepa da Walikota dan 
membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan 
yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, dan 
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelu rahan . 

6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberha silan dari 
suatu tujuan dan sasaran strategis organisas i. 

Pasal 2 

Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan 
Pemerintah Kota adalah: 

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang pen ting dan 
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kin erja 
secara baik; dan 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pen capaian 
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi ya ng 
digunakan u ntuk perbaikan kinerja dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja. 

Pasal 3 
Setiap OPD wajib menetapkan indikator kinerja uta ma 
dilingkungan masing-masing. 

BAB II 
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal4 

(1) Naskah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tahun 
2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratura n Walikota 
1111. 

(2) Penetapan Indikator Kinerja OPD ditetapka n dengan Surat 
Keputusan Kepala OPD dengan mempertimbangkan bebera pa 
hal yaitu: 

a. dokumen Renca na Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional/ Daerah, Rencana Strategis Organisasi, dan 
dokumen peren canaan lainnya yang releva n ; 

b. indikator Kinerja Pemerintah Kota; 

c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan , 
tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya; 

d.kebutuhan~ 



d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan 
akuntabilitas kinerja; dan 

e. kebutuhan data statistik pemerintah. 

(3) Pemilihan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria 
sebagai berikut : 

a. spesifik; 

b . dapat dicapai; 

c. relevan; 

d. dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang 
diukur; dan 

e. dapat dikuantifikasi dan diukur. 

BAB III 
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 5 

(1) Indikator kinerja utama Pemerintah Kota tahun 2018-2 023 
digunakan untuk : 

a. perencanaan jangka menengah; 

b. perencanaan tahunan; 

c. penyusunan dokumen Penetapan Kinerja; 

d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Insta nsi 
Pemerintah; 

e. evaluasi kinerja Pemerintah Kota dan evaluasi kinerja 
OPD dilingkungan Pemerintah Kota; dan 

f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan 
program dan kegiatan. 

(2) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan 
Peraturan Walikota ini, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau 
diberikan tugas: 

a. melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana 
kerja program OPD dilingkungan Pemerintah Kota; 

b. melakukan evaluasi atas capaian Kinerja Pemerintah Kota 
dan setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kota setiap 
tahun; dan 

c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja 
masing-masing kegiatan pada OPD secara tri\\'Ulanan. 

BABp. 



' BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota 
Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indika tor 
Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 20 13 
Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal

1 
IS t{an:t • 2019 

WALIKO LUBUKLINGGAU, 

H. S.N NA PUTRA SOHE 

Diundangkan di Lubu¼linggau 
pada tanggal1 15 Mar<t 1019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU 

' 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR .. 10 
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Meningkatny..i taraf pcndidikan 
masyarakat 
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l<ontribusi sektor pa1·iwisala 
tcrhad ap PAD 
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% 
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LAMPl tv-\.N 
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLJ NGC,AU 
NO MOR f\) TAHUN 2019 
TENTANG 
PENETAPAN l NDIKATOR K INERJA UT/\MA 0 1 PEMERINTAJ-1 
KOTA LUBUKLJNGGAU TAHU N 20 18-2023 

Dina::; r<cschat.,u1 

Kantor Kcsatum, llrmgsa 
cl::in Politik 

Dinas Pcnnnaman Modal 
Pclayanan Tcrpadu Satu 
Pintu 

Dinas Pcrdagangan clan 
Perindustrian 

Dinas Pcrhubungan 
Dinas Pcke1jaan Umu m 
Penataan Ruang 

Dinas Peke1jaan Umu m 
Penataan Ruang 
Dinas Perdagangan d an 
Pcrindustrian 

Dinas Pariwisa(ci 

1111.S+IH I.S 
2 

IHLS = (liU:Q} 
(18-0) 

(AHH-AHHmin) 
(Al l Hmax-AHH1ni11) 

- (11 111 1-20) 
(85-20) 

JR LS = !fil.S:fil 
(15-0) 

(30%*Pcrscntase pemilih daJam pcmilu)+( I 5%'Persentase pemuda yan;; 
bcrperan aktif daJam pembangunan)• (J 5'Partisipasi masy dim pemb (nil at 
swad::iya))+( 1 O*l ndeks Pem bangu nan Gender)+( l O*l ndeks Pemberdayaan 

Gender)• ( 10%*Skor (nilai) status Kata Layak /\n:cik)+(S*Jumlah budaya lokal 
yang lcsiari)+(5%*Kon0ik antm umat beragarna yang terselesaikan) 

(Nilai PMTB tahun 11} 
(Nilai PDRB tahu n n)-(Nilai PDRB tahun n· l ) 

(Nilai ekspor-impor th o)-(Nilai ckspor-impor th n-1) x100% 
CN ila i ekspor-imoor th n-1 ) 

Pusat-pusat ekonomi baru scsuai Rcncana Tata Ruang Wilayah (JumlaJ1 PK 
dan PPK : S)Eksis ting 2018: I Pusat Kota, I Pusat Pen didi.kan dan 

Kesehat::in Skala 1egionaJ (Timur) 

Rencana pcmbangunan klaster scsuai Masterplan Kawasan I ndustri 
(Kt::~111 la lif) 

.(l~tr:t vcl+ o hjek wisa ta) i 100% 
{lm11lah total PAD) 



9. 

10. 

Menu n .111 ny:1 pcng,mg1;u rn 11 

Mcningkntnya clnyn bcli 
masyaraknl 

1 ] . I Meningk:Hnya kuali tas 
perlinduni:(an sosi;.il 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Mcnguatny::i kctahanan pangan 
daerah 

Meningka tnya inf rastn.i ktu r 
perumah an dan pcrmukiman 

Meningkatnya in frastruktur 
dasar 

Terjaganya kualitas lingkun gan 
hidup perkotaan 

Meningkatnya kual itas 
pelay anan publ ik 

Tingka l Pcngangguran '¼> 

I nclek s Pcngcluaran Indck s 

lndeks Keda laman Kcmiskinan (Pl) l11dek s 

Diuas Kc tcn agakc1ja:rn; 

Din as l'erdagangan dan 

Pc i-industsiai1 

Dinas Sosial 

TPT = Jumlahft!!g,111gwr,111 X JOO% 
Jumbh /\n~k~lan Kcrj,1 

(Pe nvf?luaran pcrkapit a - Pcngrluaran 11e rkapila min) 
(Pcngeluaran pcrkapita max-l'c ngeluaran perkapita min) 

Ket: (flPS) 
Max : 2b.572.352 ( Daya 13eli d i Jakart ,1 Sclatan 202'.>) 
Min: 1.007.436 (Daya bc li di Tolika ra Papu~) 

0 ., °' 
, •I l" . . - . ]~ ..._.... ·- l-· - / __ ✓ _ •• 

ri t=-{ z 

~ ----------r----~-- -------+-

lndeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Rasio k ccukupan pangan 

Pcr sentasc penanganan k awasan 
yang tcrinclikasi kumuh 

Persentase infraslruktur sesu a i S PP 
(Standard pelayanan perkotaan) 

lndek s Kualilas Lingkungan Hidup 

lndek s Pelayanan Publik (IPP) 

lndeks 

Rasia 

% 

% 
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lndeks 

Dinas Sosial 

Dinas l(l'tahanan Pangan 

Dinas Perum a.ha.n dan 
Kawas,m Pcrmukiman 

D inas Peke1jaan Umum & 
Penataan Ruang 

Dinas Lingkungan Hidup 

Sek:t-etariat Dacrah 
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I ra~io kcc uilupan pa ngan komodit.is 
ke i ().2 .. n) 

Rasio kecukupan pang;:rn (komodilas kc 
i) = Jumlah keterscdia11n p_illlgilll 

(komodjrns ke i} 
Jumlah ke butuhan pangan (ko 111od i1Js kc 

Lu 11s kawasan tcrindikasi kumuh yl!ng d jrangamxl00 Luas 
kawasan te rindikasi kumuh 

Ket: Luas Kawasan Terinclikas i Kumuh: 532 Ha {Satker Kotaku) 

Jumlah infrastruktur sesuai SPP x 100% 
Re nca na Kebutuhan Infrastruktur Dasar 

(Indeks Kualitas Air x 30%)+(Indeks Kualitas Udara x 30%)+(1ndeks 
Tulupan La.han x 40%) 

!PP didapat mclalui Evaluasi Kemenpatl RB RI pada Pemcrin tal1 Dacrah 
dengan 6 A spck : I . !(ebijakan Pclayanan 2. Profesionali smc SOM 3. Sar ana 

Prasarana 4. SIPP 5. K<rnsul t;cisi clan r engaduan 6. lnovasi 
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Sasaran .. lndikatoir Kinerja Satuan Sumber Data ,. Keterangan i;i ~ .. ,, 
' 
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Sela·e taria t Daerah lndeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan 

lndeks Kepuasan Masyarakat lncleks Survei Kepu asan Masyarakat berupa angka. 

Me ningkatnya penyelenggaraan 
Evaluasi SAKIP KemenPAN&RB : 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Inspektorat 
17. pe merintahan yg bersih d a n 

Pe m erintah 
Nilai 

(0 -30 D; 30-50 C; 50 -60 CC; u0 -70 B; 70-80 BB; 80-90 A; 90-100 M l 
akuntabel 

Badan Kepegawaian clan IKB = (30%*Indeks Profesiona litas) + (20%*Kelembagaan {Persentase 

18. 
Meningkatnya kapasi tas 

Inde ks Ka pasitas Birok rasi lndeks 
Pengembangan Su m ber Organis::i.si tepat fungsi tepa t uku r)) + (15%*Indeks SPBE*l 0) + (1 5%*1ndeks 

bi rokras i Daya Manu sia Keterbukaan lnformasi Publik *l0) + ( 10%*1ndeks Arsip) + ( l0%*Perscntasc 
Harmonisasi clan Sink.ronisasi Peratura11 Perunclang-Unclangan) 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

H . 


